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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan
rahmat dan karunia-Nya sehingga buku Perkembangan Hukum
Keperdataan di Era Digital ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku
ini merupakan kontribusi ilmiah dari para akademisi dan praktisi
hukum di Indonesia yang tergugah untuk membahas tantangan dan
peluang hukum keperdataan dalam era digital.

Transformasi teknologi digital telah mengubah hampir seluruh
aspek kehidupan manusia, termasuk hukum keperdataan yang
menjadi fondasi hubungan sosial dan ekonomi masyarakat.
Sebagaimana diungkapkan oleh R. Subekti, salah satu tokoh besar
hukum perdata Indonesia, “Hukum perdata adalah hukum yang
mengatur kepentingan perseorangan, yang sekaligus menjadi sendi
kehidupan bermasyarakat.” Dalam konteks era digital, sendi-sendi
tersebut kini mengalami pergeseran dan memerlukan penyesuaian
agar tetap relevan dan berkeadilan.

Dalam skala internasional, Roscoe Pound pernah menegaskan
bahwa “Law must be stable, and yet it cannot stand still.” Prinsip ini
mencerminkan bahwa hukum harus selalu relevan dengan perubahan
zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Oleh karena itu, melalui
buku ini, para penulis berupaya mengupas isu-isu penting yang
muncul akibat digitalisasi dalam ruang lingkup hukum keperdataan.

Buku ini terdiri dari 13 bab yang disusun secara sistematis untuk
memberikan pemahaman yang komprehensif dan menyeluruh:
Transformasi Hukum Keperdataan di Era Digital
Aspek Hukum Perjanjian di Era Digital
Hukum Kepemilikan dan Digitalisasi Aset
Perkembangan Hukum Jaminan dalam Ekonomi Digital
Peran Hukum Keperdataan dalam Ekonomi Berbagi
Keabsahan Bukti Elektronik dalam Sengketa Keperdataan
Hukum Waris dan Inovasi Digital
Pelindungan Data Pribadi dalam Konteks Hukum Keperdataan
Hukum Kekayaan Intelektual di Era Digital
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10. Regulasi Kontrak Pintar (Smart Contracts)

11. Penerapan Teknologi dalam Layanan Jasa Hukum

12. Tanggung Jawab Perdata dalam Kasus Kejahatan Siber
13. Hukum Keperdataan dan Hak Digital

Setiap bab dalam buku ini dirancang untuk menjawab berbagai
tantangan yang muncul dalam era digital dengan pendekatan teoretis
dan praktis, menjadikannya referensi penting bagi akademisi, praktisi
hukum, regulator, dan masyarakat luas.

Penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada seluruh kontributor yang telah menyumbangkan gagasan
terbaiknya dalam penulisan buku ini. Tak lupa, apresiasi kami
sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung penerbitan
buku ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan,
baik dari segi substansi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kami
membuka diri terhadap kritik dan saran yang membangun demi
penyempurnaan karya ini di masa mendatang.

Akhir kata, semoga buku ini dapat menjadi referensi yang
bermanfaat dan memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan
hukum keperdataan di era digital.

Tim Penulis
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Transformasi Hukum Keperdataan di Era Digital

tantangan dalam memastikan keadilan dan transparansi proses
arbitrase online masih memerlukan perhatian lebih.

Transformasi hukum keperdataan di era digital juga
menimbulkan tantangan regulasi yang serius. Perkembangan
teknologi yang cepat sering kali tidak sebanding dengan kecepatan
perubahan regulasi hukum. Lawrence Lessig, seorang profesor hukum
di Harvard Law School, mengungkapkan bahwa “law must adapt to the
pace of technological change, or it will become irrelevant in the digital
world” (Lessig, 2006, p. 94). Pendapat ini menggarisbawahi
pentingnya reformasi hukum yang berkelanjutan agar hukum
keperdataan tetap relevan dan mampu melindungi hak-hak individu
serta entitas dalam ekosistem digital.

Secara keseluruhan, transformasi hukum keperdataan di era
digital menunjukkan perlunya hukum untuk terus berkembang dan
menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi dan sosial. Kontrak
elektronik, perlindungan data pribadi, dan penyelesaian sengketa
berbasis teknologi adalah beberapa contoh nyata dari bagaimana
hukum keperdataan telah beradaptasi dengan era digital. Meskipun
masih banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam hal
regulasi dan implementasi hukum, perubahan ini tidak dapat
dihindari dan menjadi bagian dari evolusi hukum keperdataan di abad
ke-21.

Kontrak Elektronik

Kontrak merupakan instrumen hukum fundamental dalam interaksi
keperdataan yang mengatur hubungan antara pihak-pihak yang
terlibat. Di era digital, konsep kontrak telah mengalami perubahan
signifikan  dengan munculnya kontrak elektronik, yang
memungkinkan perjanjian dibuat dan dieksekusi melalui media
elektronik. Kontrak elektronik menjadi penting seiring dengan
meningkatnya transaksi daring dan kebutuhan untuk mengakomodasi
cara-cara baru dalam melakukan perjanjian di lingkungan yang
semakin bergantung pada teknologi.

Afrizal Mukti Wibowo
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transaksi digital. Kontrak elektronik, yang sering kali diakhiri dengan
klik “setuju,” tidak selalu jelas dalam hal hak dan kewajiban para
pihak. Seperti yang dinyatakan oleh Ian Lloyd, “Hukum kontrak harus
menyesuaikan diri dengan realitas digital tanpa mengorbankan
prinsip-prinsip dasar keadilan dan transparansi” (Lloyd, 2019). Oleh
karena itu, diperlukan norma dan praktik yang lebih baik dalam
penyusunan kontrak elektronik untuk memastikan kepastian hukum
bagi para pihak.

Selanjutnya, perlindungan data pribadi menjadi isu krusial di era
digital. Meskipun regulasi seperti GDPR telah memberikan panduan
yang jelas tentang perlindungan data, tantangan implementasi masih
tetap ada, terutama bagi negara-negara dengan sumber daya terbatas.
Menurut Helen Nissenbaum, “Privasi tidak hanya tentang data; ini
tentang kekuasaan dan kontrol” (Nissenbaum, 2010). Oleh karena itu,
hukum keperdataan harus mengadopsi pendekatan yang lebih holistik
terhadap privasi, mempertimbangkan tidak hanya aspek teknis, tetapi
juga sosial dan etika.

Perlunya penyelesaian sengketa berbasis teknologi juga menjadi
penting di era digital. Tradisional metode penyelesaian sengketa
sering kali tidak efisien dan memakan waktu. Menurut Richard
Susskind, seorang pengacara dan penulis, “Teknologi tidak hanya akan
mengubah cara kita beracara, tetapi juga akan mengubah apa yang
kita anggap sebagai proses hukum” (Susskind, 2019). Penerapan
teknologi dalam penyelesaian sengketa, seperti mediasi online atau
arbitrase, menawarkan solusi yang lebih cepat dan lebih murah, serta
memberikan akses yang lebih baik kepada para pihak.

Namun, di balik semua kemajuan ini, tantangan regulasi di era
digital tetap menjadi perhatian utama. Diperlukan kerjasama antara
pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk membangun
kerangka hukum yang dapat mengakomodasi perubahan yang cepat
ini. Menurut Joseph Stiglitz, “Ketidakpastian hukum dapat menjadi
penghalang bagi investasi dan inovasi” (Stiglitz, 2015). Oleh karena
itu, kerjasama internasional yang lebih erat diperlukan untuk
merumuskan regulasi yang konsisten dan efektif, sehingga setiap
negara dapat menghindari konflik hukum dan memperkuat

kepercayaan publik terhadap sistem hukum.
Afrizal Mukti Wibowo
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Dalam menutup pembahasan ini, penting untuk menekankan
bahwa transformasi hukum keperdataan di era digital adalah suatu
proses yang terus-menerus. Hukum harus selalu beradaptasi dengan
perubahan sosial dan teknologi untuk tetap relevan. Selain itu,
pendidikan hukum juga harus disesuaikan dengan perkembangan
terbaru dalam teknologi dan regulasi untuk mempersiapkan generasi
hukum yang dapat menghadapi tantangan masa depan.

Sebagai rekomendasi, diharapkan agar institusi pendidikan
hukum di Indonesia memperkuat kurikulum yang mengintegrasikan
teknologi digital dalam pengajaran hukum keperdataan. Pengacara,
akademisi, dan pembuat kebijakan perlu bersinergi untuk
menciptakan ekosistem hukum yang responsif terhadap perubahan
zaman. Dengan demikian, hukum keperdataan dapat berfungsi tidak
hanya sebagai pengatur, tetapi juga sebagai pendorong inovasi dan
keadilan di era digital.

Akhir kata, transformasi hukum keperdataan di era digital adalah
sebuah peluang sekaligus tantangan. Dengan pendekatan yang tepat,
kita dapat menciptakan sistem hukum yang tidak hanya melindungi
hak-hak individu dan kolektif, tetapi juga mendorong pertumbuhan
dan inovasi yang berkelanjutan.

kksk kok skok skok skk sk ko
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Aspek Hukum Perjanjian di Era Digital

Lebih jauh lagi, dalam perjanjian digital, aspek perlindungan data
dan privasi menjadi isu yang sangat penting, terutama mengingat
semakin tingginya potensi risiko terhadap keamanan data pribadi
yang disimpan dalam sistem elektronik. Dalam bukunya, Lawrence
Lessig (1999) menegaskan bahwa aturan hukum harus mampu
memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu di ruang digital,
khususnya terhadap informasi pribadi yang terpapar dalam transaksi
elektronik. UU ITE di Indonesia, melalui Pasal 16A, mewajibkan
penyelenggara sistem elektronik untuk memberikan perlindungan
bagi anak yang menggunakan atau mengakses sistem elektronik,
sehingga memperkuat perlindungan hukum bagi data sensitif
pengguna di ruang digital.

Sebagai kesimpulan, perubahan regulasi dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE memberikan kepastian hukum yang
lebih baik dalam perjanjian digital. Pembaruan ini memungkinkan
sistem hukum Indonesia lebih responsif terhadap perkembangan
teknologi, sejalan dengan pandangan tokoh hukum perjanjian bahwa
hukum harus terus beradaptasi dengan konteks zamannya agar tetap
relevan dan efektif.

Pengertian dan Konsep Dasar Perjanjian di Era Digital
Perjanjian dalam hukum perdata memiliki posisi fundamental karena
menjadi dasar bagi berbagai bentuk hubungan hukum, mulai dari
perjanjian jual beli, sewa-menyewa, hingga perjanjian bisnis antar
pihak. Di era digital, definisi dan konsep perjanjian mengalami
perubahan yang substansial. Menurut Subekti (2005), perjanjian
adalah suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang
menciptakan hak dan kewajiban di antara mereka (Subekti, 2005). Di
era digital, konsep ini diperluas untuk mencakup perjanjian elektronik
yang dilakukan melalui media digital tanpa memerlukan pertemuan
fisik. Perjanjian digital ini tidak hanya memenuhi unsur-unsur
perjanjian secara umum, tetapi juga memerlukan keabsahan hukum
yang terkait dengan teknologi yang digunakan (Wahyuni, E., Rahman,
S., & Risma, 2022).

Menurut Markus Miiller-Chen, seorang ahli hukum Swiss,
perkembangan perjanjian di era digital telah memperkenalkan
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langkah penting dalam menjamin keamanan dan kepastian hukum
bagi para pihak yang melakukan transaksi elektronik.

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang
Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), perjanjian digital yang
melibatkan data pribadi harus memenuhi persyaratan pengamanan
data sesuai dengan prinsip-prinsip pelindungan data pribadi, seperti
transparansi, keabsahan, dan keamanan data. UU PDP mengatur
bahwa data pribadi harus dilindungi secara ketat dalam setiap
prosesnya, mulai dari pengumpulan hingga penyimpanan dan
pemusnahan data, demi mencegah penyalahgunaan informasi pribadi.
Pengendalian data pribadi dalam perjanjian digital di Indonesia
memerlukan adanya persetujuan eksplisit dari subjek data, yaitu
individu yang datanya diproses. Menurut UU PDP, persetujuan ini
harus diberikan secara sadar dan terinformasi, dan pihak yang
mengendalikan data bertanggung jawab atas setiap proses
pemanfaatan data pribadi tersebut.

Syarat Sah (Unsur-Unsur) Perjanjian di Era Digital
Unsur-unsur perjanjian merupakan elemen fundamental yang
menentukan keabsahan sebuah perjanjian. Dalam konteks perjanjian
digital, syarat sah ini mengalami adaptasi sesuai dengan
perkembangan teknologi digital.

Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata), ada 4 (empat) unsur utama yang harus dipenuhi agar
suatu perjanjian dianggap sah, yaitu: kesepakatan para pihak,
kecakapan para pihak untuk bertindak hukum, suatu hal tertentu, dan
causa yang halal. Keempat syarat tersebut dapat dikategorikan
menjadi dua jenis syarat yaitu syarat subjektif dan syarat Objektif.
Syarat yang termasuk syarat subjektif adalah syarat mengenai
kesepakatan dan kecakapan para pihak, dimana bilamana syarat
subjektif tidak terpenuhi, maka secara yuridis perjanjian dapat
dibatalkan. Sedangkan syarat yang termasuk syarat objektif adalah
syarat mengenai objektivitas dan klausa yang halal dimana apabila
syarat objektif tidak dipenuhi, maka secara yuridis perjanjian batal
demi hukum. Frasa batal demi hukum sendiri berarti bahwa dari
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sektor ekonomi. Menurut Arthur R. Miller, seorang ahli hukum
perjanjian digital, perjanjian berbasis teknologi ini menuntut adanya
adaptasi hukum yang mampu menjamin keamanan dan integritas
transaksi, sambil tetap menghormati hak privasi para pihak yang
terlibat (Miller, 2019). Dengan demikian, sistem hukum harus mampu
mengikuti perkembangan ini demi menyediakan kerangka kerja yang
sah dan dapat diandalkan bagi masyarakat.

Di Indonesia, hadirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi
(UU PDP) adalah bentuk adaptasi tersebut, yang memberikan
landasan hukum untuk mengatur perjanjian digital sekaligus
melindungi data pribadi pengguna. Namun, tantangan utama tetap ada
pada implementasi, khususnya dalam menjamin validitas tanda
tangan elektronik dan kepastian hukum atas perlindungan data di
ruang digital.

Kesimpulannya, aspek hukum perjanjian di era digital tidak
hanya memerlukan pemahaman mendalam atas unsur dan struktur
perjanjian digital, tetapi juga komitmen hukum yang dinamis dan
tanggap terhadap perkembangan teknologi. Sebagaimana ditegaskan
oleh Markus Miiller-Chen, "Legal certainty in digital contracts is a
challenge that demands continuous adaptation to the technological
environment" (Miiller-Chen, 2019). Hukum perjanjian di era digital
harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi
dan hak-hak pengguna, sehingga tercipta ruang digital yang aman,
transparan, dan terpercaya bagi seluruh pihak.
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Hukum Kepemilikan dan Digitalisasi Aset

meningkatkan standar dan kualitas hidup. Dengan demikian,
pengembangan usaha tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi,
tetapi juga pada dampak sosial yang lebih luas, memastikan bahwa
kegiatan bisnis berkontribusi positif terhadap kesejahteraan
masyarakat secara keseluruhan. Inovasi, efisiensi, dan keberlanjutan
adalah komponen upaya ini, yang sangat penting untuk menghadapi
tantangan dan peluang di pasar yang terus berubah.

Ruang Lingkup Hukum Kepemilikan dan Konsep
Digitalisasi Aset

Hak adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan asasi
seseorang dan dapat diberikan kepada orang lain. Hak dibagi menjadi
hak nisbi, yang berlaku bagi setiap orang dengan kewajiban untuk
dihormati, dan hak mutlak, yang berlaku bagi setiap orang dengan
kewajiban untuk dihormati. Salah satu jenis hak milik memberikan
pemilik hak penuh untuk menikmati dan mengendalikan properti
mereka, selama tidak bertentangan dengan hukum dan tidak
mengganggu hak orang lain. Dengan dasar hukum, hak milik untuk
kepentingan umum dapat dicabut dengan ganti rugi. Hak milik
dianggap sebagai kebutuhan alami manusia yang tidak dapat
dihilangkan dalam hukum Islam, yang menunjukkan betapa
pentingnya mengakui dan melindungi hak-hak ini dalam kehidupan
sehari-hari. Oleh karena itu, memahami hak dan hak milik sangat
penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan
masyarakat (Mohammad Koidin, 2019).

Sistem hukum kebendaan mencakup konsep hak milik. Seperti
yang dinyatakan dalam Pasal 499 KUHPerdata, benda, atau zaak,
adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Dalam
hukum perdata, hukum benda mengatur berbagai hak kebendaan,
serta hak atas barang tak berwujud (Yulia Yulia, 2015). Hukum ini
mengatur hubungan hukum antara orang dan objek, yang
menghasilkan hak kebendaan. Hak kebendaan memungkinkan
pemilik memiliki otoritas langsung atas sesuatu. Selain itu, hak
tersebut dapat dipertahankan oleh pihak manapun yang berusaha
mengganggu hak tersebut.

Putri Maha Dewi




Hukum Kepemilikan dan Digitalisasi Aset

aset digital. Regulasi yang komprehensif juga dapat membantu
mencegah praktik yang tidak etis dan memberikan
perlindungan yang diperlukan bagi konsumen, mendorong
pertumbuhan industri.

. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Dalam konteks digital, perlindungan hak kekayaan intelektual
(HKI) menjadi semakin penting. Dengan kemudahan reproduksi
dan distribusi karya digital, pelanggaran hak cipta menjadilebih
umum. Oleh karena itu, hukum kepemilikan harus mampu
mengakomodasi perlindungan hak cipta atas karya yang
dihasilkan di dunia digital. Ini termasuk pengaturan yang jelas
mengenai lisensi, distribusi, dan penggunaan karya digital
untuk mencegah pelanggaran dan memastikan penghargaan
yang adil bagi pencipta.

. Tata Kelola dan Etika

Dalam era digital, tata kelola yang baik menjadi sangat penting.
Perusahaan dan platform digital harus memiliki kebijakan yang
transparan dan etis dalam pengelolaan aset dan data pengguna.
Hukum kepemilikan harus mencakup ketentuan yang mengatur
tanggung jawab penyedia layanan dalam menjaga integritas dan
keamanan aset digital. Hal ini juga mencakup perlindungan
terhadap data pribadi dan privasi pengguna, yang semakin
menjadi perhatian di era digital.

. Inovasi dalam Kontrak dan Transaksi

Smart contracts, yang merupakan program yang berjalan di atas
blockchain, memungkinkan otomatisasi dan eksekusi kontrak
tanpa memerlukan pihak ketiga. Ini dapat mengubah cara
transaksi dilakukan, termasuk dalam jual beli aset. Dengan
smart contracts, syarat dan ketentuan dapat diprogram untuk
dieksekusi secara otomatis ketika kondisi tertentu terpenubhi,
sehingga mengurangi risiko sengketa dan meningkatkan
efisiensi.

Tantangan Hukum dan Kebijakan

Meskipun teknologi digital menawarkan banyak manfaat, ada
juga tantangan hukum yang perlu diatasi. Misalnya, masalah
yurisdiksi dan penegakan hukum dalam transaksi lintas batas

Putri Maha Dewi
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dapat menjadi kompleks. Selain itu, perlunya regulasi yang jelas
untuk melindungi pengguna dan mencegah penyalahgunaan
teknologi juga menjadi perhatian.

Masa depan hukum kepemilikan dalam era digital akan
ditentukan oleh kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan
yang cepat dan kompleks. Dengan mengembangkan regulasi yang
jelas, melindungi hak cipta, dan memastikan keamanan serta
privasi, hukum kepemilikan dapat memberikan kerangka kerja
yang mendukung pertumbuhan ekonomi digital dan melindungi
kepentingan semua pihak yang terlibat. Dalam menghadapi
tantangan ini, kolaborasi antara pemerintah, industri, dan
masyarakat sipil sangat penting untuk menciptakan lingkungan
hukum yang adil dan berkelanjutan.
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Perkembangan Hukum Jaminan Dalam Ekonomi Digital

Hakikat Hukum Jaminan

Jaminan sebagaimana kita ketahui sangat erat kaitannya dengan
utang-piutang, hal ini tidak lain disebabkan perjanjian jaminan
merupakan perjanjian accessoir (ikutan/tambahan) dari perjanjian
utang-piutang. Namun, meskipun pengaturan utang piutang dan
jaminan secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUHPerdata), kita tidak akan menemukan pengertian
jaminan di dalamnya.

Pengaturan mengenai definisi jaminan baru akan kita temukan di
dalam Undang-Undang Perbankan. Istilah jaminan yang dikenal
dengan nomenklatur agunan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah terakhir kali dalam
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan. Adapun agunan didefinisikan sebagai
jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitor kepada bank
dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan
berdasarkan prinsip syariah.

Penulis dalam hal ini berpendapat bahwa definisi jaminan yang
dikenal dengan istilah agunan dalam Undang-Undang Perbankan
merupakan pengertian jaminan secara sempit karena membatasi
jaminan hanya dalam ruang lingkup kredit atau pembiayaan yang
terjadi di antara perbankan dengan nasabahnya saja. Padahal, jaminan
bisa saja muncul juga dalam utang piutang antara kreditor dan debitor
non perbankan.

Istilah jaminan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
diartikan sebagai tanggungan atas pinjaman yang diterima
(Kemendikbud, 2024). Sementara itu, dalam kamus hukum istilah
jaminan diartikan sebagai tanggungan atas pinjaman yang diterima;
atau janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban pihak
lain, apabila utang atau kewajiban tersebut tidak dipenuhi
(Sudarsono, 1999).

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis menyimpulkan bahwa
jaminan merupakan sesuatu yang diberikan oleh debitor kepada
kreditor guna mewujudkan keyakinan di dalam diri kreditor tersebut
terkait dengan pelunasan piutang yang dimilikinya. Hal ini senada
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ketentuan Pasal 1153 KUHPerdata yang mana sebenarnya aset kripto
ini dapat dititipkan kepada pihak ketiga dengan adanya
pemberitahuan bahwa aset kripto tersebut telah dibebani dengan hak
gadai kepada kreditornya. Adapun pihak ketiga dalam hal ini adalah
Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto selaku pihak yang
berwenang untuk melakukan penyimpanan aset kripto yang diatur
dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan
Pasar Fisik Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka. Sedangkan untuk
fidusia, memang sejak awal dalam pengaturannya tidak mewajibkan
benda yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia berada dalam
penguasaan kreditur, karena yang dipegang oleh kreditor cukup
sertifikat jaminan fidusianya saja sementara bendanya secara fisik
masih berada dalam penguasaan debitor.

Namun, meskipun secara regulasi pembebanan lembaga jaminan
terhadap aset kripto sudah dapat disandarkan kepada pengaturan
mengenai gadai dan fidusia tetapi dalam praktiknya penerimaan
terkait dengan aset kripto sebagai objek jaminan belum dapat
diterima secara luas karena nilai kripto yang sangat fluktuatif.
Sehingga, dengan demikian perjalanan aset kripto agar dapat diterima
sebagai objek yang dapat dibebankan jaminan masih harus terus
dikawal oleh Pemerintah baik dari aspek regulasi maupun upaya
lainnya yang dapat mewujudkan kestabilan aset kripto di Indonesia.
Hal ini juga mengingat pertumbuhan transaksi aset kripto yang cukup
menjanjikan di  Indonesia yang telah mencapai Rp
211.000.000.000.000,00 pada April 2024 (Kementerian Perdagangan
RI, 2024) dan berpotensi menjadi pusat kripto Asia (Kementerian
Perdagangan RI, 2024).

Penyempurnaan Kebijakan Pengembangan Hukum Jaminan
di Indonesia

Merujuk pada istilah yang dipopulerkan oleh Charles Darwin dalam
bukunya On the Origin of Species yang sebelumnya diungkapkan oleh
Herbert Spencer yakni, “Survival of the (fittest” (Darwin
correspondence project, 2022) yang artinya setiap organisme yang
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mampu untuk beradaptasi dengan lingkungannya maka ia yang paling
berhasil untuk bertahan hidup, memang sudah seharusnya kita
beradaptasi dengan perkembangan teknologi dunia. Pemerintah pun
seharusnya tidak melepaskan potensi besar yang dimiliki oleh
Indonesia dalam era ekonomi digital ini. Namun tentunya semua hal
tersebut tidak dapat dicapai tanpa adanya suatu komitmen dan
pengorbanan.

Berdasarkan pemaparan dalam dua sub bab sebelumnya kita
telah bersama-sama mengetahui bahwa arah pengembangan hukum
jaminan di Indonesia sebagai komitmen pemerintah dalam
menghadapi era ekonomi digital ini sudah cukup baik. Hal ini dapat
dilihat dari adanya berbagai transformasi kebijakan dan pelayanan
yang dibuat, contohnya adalah pendaftaran jaminan dari manual
menjadi elektronik serta adanya pengakuan aset digital sebagai salah
satu komoditas investasi yang legal di Indonesia. Namun, tentunya
pemerintah juga harus terus melakukan berbagai penyempurnaan
dalam aspek tersebut dimulai dari aspek penguatan regulasi baik
mengenai aset digital dan juga lembaga jaminannya; peningkatan
infrastruktur layanan baik secara sistem maupun koneksi
jaringannya; peningkatan keamanan data siber nasional guna
meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat kepada perlindungan
yang dapat diberikan oleh pemerintah khususnya terkait dengan
perlindungan data pribadi; dan penguatan aspek literasi digital bagi
masyarakat.

ok ok kokokok sk ok ok Kok ok
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karakteristik yang unik terlebih berkaitan dengan struktur perjanjian
antar para pihak, terdiri dari penyedia layanan (provider -
menawarkan jasa atau aset), pengguna atau konsumen (user), maupun
platform (platform operator sebagai intermediary), membentuk dasar
dari hubungan hukum yang ada.

Pelaksanaan perjanjian dalam bentuk kontrak elektronik yang
disetujui secara daring melalui aplikasi atau situs web dengan memuat
syarat dan ketentuan (terms and conditions) yang harus diterima oleh
penyedia dan pengguna sebelum mereka dapat menggunakan layanan
dari platform selaku fasilitator. Disisi lain menghadirkan tantangan
terkait kejelasan, kesetaraan posisi tawar, dan transparansi dalam
perjanjian. Oleh karenanya, meskipun keterlibatan platform tidak
secara langsung dalam transaksi jasa yang terjadi, namun mereka
memiliki kontrol yang signifikan atas aturan transaksi dan hubungan
hukum antar pihak. Dalam konteks hukum perdata, perjanjian ini
dapat dilihat sebagai kontrak baku, dimana pengguna seringkali hanya
memiliki pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian (take it or
leave it) tanpa membuka peluang negosiasi. Kontrak baku ini dapat
berupa browse-wrap, click-wrap, scroll-wrap, atau sign-in-wrap.
Hubungan antara providers dengan user disebut sebagai main
transaction dimana providers menyediakan barang atau jasa
sebagaimana yang dibutuhkan oleh user sebagai sebuah hubungan
yang bergantung dan mendukung.

\\
.“/ . 3
[ Platform
Operator

PUP Contract PUP Contract

Il [
provider £ =

Gambar 5.1: Main Transaction
Sumber: Diaz-Granados & Sheehy, 2023
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dan memastikan bahwa proses bisnisnya tidak hanya menguntungkan
secara ekonomi, tetapi juga etis dan sesuai dengan standar
perlindungan privasi yang berlaku. Upaya untuk menjamin privasi
pengguna melalui suatu ketentuan diperlukan guna membangun
kepercayaan (trust), hal ini selain untuk tujuan jangka panjang juga
untuk berkembangnya usaha (Richards & Hartzog, 2015, p. 449). Oleh
karenanya hal ini menunjukkan komitmen dalam menghadapi
tantangan era digital sekaligus memanfaatkan peluang yang ada
secara bertanggung jawab.
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Keabsahan Bukti Elektronik Dalam Sengketa Keperdataan

Pendahuluan

“Setiap orang yang menyatakan bahwa ia memiliki sesuatu hak
tertentu, atau guna untuk meneguhkan haknya sendiri maupun
menyangkal suatu hak orang lain, yang mana itu menunjuk pada suatu
peristiwa, diwajibkan untuk membuktikan adanya hak atau peristiwa
tersebut” (Pasal 163 HIR (283 RBg) dan Pasal 1865 KUHPerdata).
Berdasarkan hal tersebut, pembuktian dapat diartikan sebagai upaya
memberi kepastian yuridis, memberikan dasar-dasar yang cukup
kepada hakim tentang kebenaran dari suatu peristiwa yang diajukan
oleh pihak yang mengajukan penyelesaian perkara secara formil,
artinya terbatas pada bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.
Pihak yang harus membuktikan adalah pihak yang berkepentingan,
yakni penggugat dan tergugat, untuk memperjuangkan nasib
perkaranya, sedangkan yang mencari kebenaran dan memutus
peristiwanya adalah hakim.

Pembuktian merupakan tahap yang menentukan dalam proses
penyelesaian suatu perkara sebab dari tahapan pembuktian ini dapat
diketahui kebenaran dari suatu persoalan hukum. terdapat 2 (dua)
unsur yang memegang peranan dalam pembuktian (Sugeng &
Sujayadi, 2013):

1. Unsur Alat Bukti
Prinsip dalam pembuktian adalah dengan menggunakan alat bukti
yang sah, tidak boleh dengan sembarang alat. Menurut Pasal 164
HIR dan Pasal 1866 KUHPerdata terdapat beberapa macam alat
bukti, yakni:
a. Bukti tulisan.

Bukti Saksi.

Bukti Persangkaan.

Bukti Pengakuan.

Bukti Sumpabh.

e a0 o

2. Peraturan Pembuktian
Bagi alat-alat bukti yang tersedia untuk pembuktian maka
peraturan perundangan juga mengatur cara pembuatan,
penggunaan, dan kekuatannya (nilainya) sebagai alat bukti.
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kebenarannya, dan bukan hasil rekayasa. Demikian juga dengan
pemeriksaan saksi ataupun keterangan ahli yang dilakukan melalui
teleconference atau yang sejenisnya dapat dipersamakan dengan
pemeriksaan saksi ataupun pemberian keterangan ahli yang
dilakukan secara langsung di pengadilan (hadir secara fisik), begitu
juga dalam hal terdapat penyampaian sumpah yang dilakukan secara
virtual pun perlu untuk mulai dipertimbangkan.

Pencantuman pengaturan secara tegas terkait alat bukti
elektronik mulai dari validitas, kekuatan pembuktian, sampai pada
keabsahannya dalam hukum acara perdata yang baru diharapkan
dapat menjadi pedoman bagi Hakim dalam memeriksa dan
menuntaskan perkara yang menggunakan dokumen elektronik
sebagai alat bukti sehingga tujuan hukum yang dicapai tidak hanya
kepastian namun juga keadilan.
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Hukum Waris dan Inovasi Digital

Pendahuluan

Hukum Waris dan inovasi digital adalah dua konsep yang berbeda,
namun keduanya memiliki hubungan yang semakin penting dalam era
digitalisasi. Hukum Waris merupakan bagi dari hukum keluarga yang
memegang peranan penting bahkan menentukan dan mencerminkan
sistem dan bentuk hukum yang berlaku pada suatu masyarakat. Ada
3 (tiga) sumber hukum kewarisan di Indonesia yang dapat dirujuk
sebagai hukum yang berkembang dan berlaku di Indonesia, yakni
hukum waris Islam, Hukum Adat dan Hukum peninggalan Belanda BW
(Perdata) dengan sistem konstitusi mendasarkan pada Indische
Staatsregeling (1S) Pasal 131 dan Pasal 163 IS merupakan pluralisme
hukum waris di Indonesia (Ahmad Rofiqg, 2020).

Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim bahwa hukum
waris sangat erat dengan hukum keluarga yang memberikan peran
penting dalam menentukan sistem dan bentuk hukum yang berlaku di
masyarakat. Peristiwa hukum bagi setiap orang, khususnya terkait
dengan hukum waris (Hayati, dkk., 2015, p. 3-6), yakni tentang
bagaimana pengurusan dan kelanjutan kewajiban dan hak seseorang
yang meninggal dunia sangat dipengaruhi oleh keyakinan agama,
status warga negara, serta tradisi adat yang melingkupinya. Bagi umat
[slam tunduk pada hukum Islam yang telah dikodifikasi dan atau
diunifikasi hukum kewarisannya. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal
171 huruf a disebutkan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang
mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan
(tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli
waris dan berapa bagiannya masing-masing ahli waris.

Sistem Hukum Waris di Indonesia

Di Indonesia, hukum waris diatur melalui tiga sistem hukum utama,
yaitu hukum waris Islam, hukum waris adat dan hukum waris perdata
(Barat). Masing-masing memiliki dasar hukum, aturan, dan prinsip
yang berbeda, yang disesuaikan dengan kepercayaan, budaya, dan
latar belakang masyarakat yang beragam. Hukum waris mengatur
mengenai perpindahan hak dan kewajiban seseorang yang telah
meninggal kepada ahli warisnya. Pluralitas hukum waris
menyebabkan sulitnya melakukan unifikasi dan kodifikasi  sistem
kewarisan, masing-masing memiliki perbedaan dalam prinsip, asas
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keamanan dalam pencatatan harta warisan. Misalnya, smart contract
dapat digunakan untuk membagi harta warisan secara otomatis sesuai
ketentuan yang sudah disepakati, tanpa harus melibatkan pengadilan
atau pihak ketiga. Platform waris digital, Beberapa platform
menyediakan layanan untuk menyusun dan menyimpan wasiat secara
digital, yang dapat diakses oleh ahli waris setelah pemilik wasiat
meninggal. Platform ini memudahkan dokumentasi serta
meminimalkan sengketa antar ahli waris.

Tantangan dalam inovasi digital sebagai warisan, khususnya guna
menjaga keamanan dan privasi melalui penggunaan teknologi digital,
terutama dalam hal warisan, menghadirkan risiko kebocoran data
atau penyalahgunaan akses. Oleh karena itu, regulasi mengenai
privasi data dalam konteks warisan perlu terus dikembangkan di
masa yang akan datang. Pada aspek lain dalam pengakuan hukum dan
dalam banyak yurisdiksi, wasiat digital atau dokumen warisan yang
disimpan secara online mungkin belum diakui sah secara hukum.
Sehingga, ada kebutuhan untuk memperbarui undang-undang agar
sesuai dengan perkembangan teknologi (Joshua A.T. Fairfiled:1049).
Secara definitif tentang benda digital masih menjadi diskursus oleh
para ahli, bahwa benda digital adalah informasi elektronik itu sendiri,
ada tiga sifat benda digital tersebut, yaitu: Rivalrous, Persistent, dan
Interconnected (Abdul Salam, 2018; 146).

Kesimpulan
Hukum waris tetap penting dalam masyarakat modern, tetapi
tantangan baru muncul karena perubahan teknologi. Inovasi digital
menawarkan potensi efisiensi dan keamanan dalam pengelolaan
warisan, namun dibutuhkan peraturan yang lebih jelas agar bisa
diadopsi secara luas tanpa menimbulkan sengketa di kemudian hari.
Kebendaan digital di Indonesia sudah diakui oleh masyarakat umum,
meskipun tidak secara spesifik dibawah payung hukum yang sah.
Kondisi ini menyangkut batasan dan pengertian harta kekayaan atau
hak kepemilikan yang dapat diwariskan.

Dapat disimpulkan, bahwa inovasi digital dan hukum waris
merupakan hal berbeda meskipun keduanya memiliki relevansi pada
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substansi dan isi apa yang dimaksud sebagai kebendaan atau
kekayaan yang dapat diwariskan. Akun sebagai sebagai salah satu
contoh, sebagai bagian kebendaan digital atau bagian aktiva dan
pasiva yang dapat dimiliki seseorang. Apabila pemilik meninggal
dunia, akun termasuk sebagai harta waris, yakni harta waris memiliki
nilai dan hak untuk memungut hasil.
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Pelindungan Data Pribadi Dalam Konteks Hukum Keperdataan

Pendahuluan

Indonesia is a rechtstaat, dengan segala konsekuensinya Indonesia
menyatakan itu dalam konstitusinya. Terletak pada Pasal 1 ayat (3)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD
NRI 1945). Konsekuensi yang dimaksud adalah penerapan seluruh
unsur  Rechtsstaat kedalam kehidupan bernegara karena
menuliskannya sebagai hukum formal. Unsur-unsur yang dimaksut
adalah kepastian hukum, persamaan, demokrasi dan pemerintahan
yang melayani kepentingan umum (Isrok, 2011).

Salah satu unsur yang disebutkan adalah pemerintah yang
melayani kepentingan umum. Tidak hanya sekedar melayani sesuai
dengan standard operating procedure semata, melainkan harus
mampu memberikan Kepastian, rasa aman dan jaminan terhadap
kepentingan umum yang dilayani. Kepentingan umum disini diartikan
sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi warga negara.
Kemanfaatan tersebut mencakup segala aspek kehidupan masyarakat,
mulai dari aspek ekonomi, sosial, politik, lingkungan dan hukum.
Masyarakat sebagai subjek dari kepentingan umum adalah pihak yang
paling terdampak dari kebijakan yang diambil atas nama kepentingan
umum.

Salah satu kebijakan dewasa ini yang dibuat adalah keluarnya
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data
Pribadi. Konsideran menimbang secara filosofis menyebutkan
pelindungan data pribadi merupakan hak asasi manusia perlu
dilindungi oleh peraturan perundang undangan. Hal ini bertujuan agar
negara melalui pemerintah dapat memberikan jaminan keamanan dan
perlindungan atas data pribadi. Hal ini Juga merupakan pengakuan
dan penghormatan atas pentingnya pelindungan data pribadi.

Data pribadi merupakan segala bentuk data yang merujuk pada
individu tertentu, baik yang dapat langsung mengidentifikasi orang
tersebut maupun yang dapat diidentifikasi jika dikombinasikan
dengan data lainnya. Data ini dapat diperoleh melalui berbagai cara,
baik secara elektronik maupun nonelektronik (Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, 2022).
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Hakim seringkali membutuhkan keahlian teknis untuk memahami
dampak pelanggaran data, terutama dalam kasus yang melibatkan
teknologi digital (P.J. Blok, 2018).

Perkembangan teknologi telah meningkatkan risiko pelanggaran
data pribadi. Hukum perdata menghadapi tantangan dalam
menyesuaikan aturan lama untuk menangani isu modern seperti data
mining, pelacakan online, dan pengumpulan data massif. Dalam
hukum perdata internasional, seperti di bawah General Data
Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa, perlindungan data pribadi
lebih terstruktur, dengan hak subjek data yang lebih luas dan sanksi
yang lebih tegas. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari
pendekatan ini untuk memperkuat sistem hukum perdatanya.

Kontrak digital yang mencakup klausul perlindungan data dapat
menjadi solusi preventif untuk mengurangi risiko pelanggaran data.
Penyedia layanan digital harus menyusun kontrak yang jelas dan
mudah dipahami oleh pengguna. Peningkatan literasi hukum
masyarakat mengenai hak mereka atas data pribadi dapat membantu
mengurangi pelanggaran. Pemilik data perlu memahami isi kontrak
dan kebijakan privasi sebelum memberikan persetujuan. Pemerintah
memiliki peran penting dalam mengawasi pengelolaan data pribadi
melalui regulasi dan penegakan hukum. Otoritas perlindungan data
dapat membantu menyelesaikan sengketa dan memberikan sanksi
kepada pelanggar.

Jadi pelindungan data pribadi dalam hukum keperdataan
merupakan isu yang semakin relevan di era digital. Dengan
mengintegrasikan prinsip-prinsip Hukum Perdata seperti itikad baik,
tanggung jawab kontraktual, dan mekanisme ganti rugi, hukum
Indonesia dapat lebih efektif melindungi hak-hak individu atas data
pribadinya.
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Hukum Kekayaan Intelektual di Era Digital

Pendahuluan

Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu aspek
penting dalam pengaturan hukum yang berfungsi untuk melindungi
hasil karya cipta manusia. Di era digital saat ini, perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak
signifikan terhadap cara penulis menciptakan, mendistribusikan, dan
mengkonsumsi karya-karya intelektual. Fenomena ini tidak hanya
mengubah lanskap ekonomi global, tetapi juga menantang
keberadaan dan penerapan hukum kekayaan intelektual yang ada.
Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana hukum
kekayaan intelektual beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di
era digital.

Salah satu karakteristik utama dari era digital adalah kemudahan
akses dan distribusi informasi. Internet telah membuka peluang bagi
pencipta untuk menyebarluaskan karya mereka secara luas dan cepat.
Namun, di sisi lain, kemudahan ini juga meningkatkan risiko
pelanggaran hak cipta dan penyalahgunaan karya orang lain.
Fenomena pembajakan, plagiarisme, dan penggunaan tidak sah dari
karya cipta menjadi isu yang semakin mendesak untuk ditangani. Oleh
karena itu, hukum kekayaan intelektual harus mampu memberikan
perlindungan yang efektif bagi para pencipta dan pemilik hak atas
karya mereka.

Di Indonesia, hukum kekayaan intelektual diatur dalam berbagai
undang-undang, antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang
Merek, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
Meskipun undang-undang ini telah ada, tantangan yang dihadapi
dalam penerapannya di era digital sangat kompleks. Misalnya, definisi
tentang apa yang dianggap sebagai pelanggaran hak cipta sering kali
tidak jelas, terutama ketika karya-karya tersebut diunggah dan
dibagikan secara online. Selain itu, penegakan hukum terhadap
pelanggaran hak kekayaan intelektual di dunia maya juga menjadi
tantangan tersendiri, mengingat sifatnya yang global dan anonimitas
yang sering kali melindungi pelanggar.

Dalam konteks global, banyak negara telah mengadopsi berbagai
kebijakan dan peraturan untuk menanggulangi masalah ini.
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Organisasi seperti World Intellectual Property Organization (WIPO)
dan World Trade Organization (WTO) telah berusaha untuk
menciptakan kerangka hukum internasional yang dapat melindungi
hak kekayaan intelektual di seluruh dunia. Namun, implementasi
kebijakan ini sering kali menemui kendala, terutama di negara-negara
berkembang yang memiliki sumber daya terbatas untuk penegakan
hukum.

Salah satu aspek penting dalam hukum kekayaan intelektual di
era digital adalah perlindungan terhadap karya cipta yang dihasilkan
melalui teknologi baru, seperti perangkat lunak, aplikasi, dan konten
digital lainnya. Penciptaan karya-karya ini sering kali melibatkan
kolaborasi antara berbagai pihak, baik individu maupun perusahaan.
Dalam hal ini, perlindungan hukum harus mampu mengakomodasi
berbagai model bisnis yang muncul di era digital, termasuk model
berbasis langganan, freemium, dan distribusi terbuka.

Begitu juga, perkembangan teknologi blockchain dan smart
contracts juga menawarkan peluang baru dalam pengelolaan hak
kekayaan intelektual. Teknologi ini dapat digunakan untuk
menciptakan sistem yang transparan dan aman dalam mencatat
kepemilikan dan lisensi karya cipta. Namun, tantangan terkait adopsi
teknologi ini dalam kerangka hukum yang ada masih perlu diatasi.
Misalnya, bagaimana cara memastikan bahwa transaksi yang
dilakukan melalui blockchain memenuhi syarat hukum yang berlaku
di negara tertentu.

Di samping itu, penting untuk mempertimbangkan dampak sosial
dan budaya dari hukum kekayaan intelektual di era digital. Di satu sisi,
perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual dapat mendorong
inovasi dan kreativitas. Namun, di sisi lain, terlalu ketatnya
perlindungan dapat menghambat akses masyarakat terhadap
pengetahuan dan informasi. Dalam konteks ini, perlu ada
keseimbangan antara perlindungan hak pencipta dan kepentingan
publik. Tulisan mengenai hak atas akses informasi dan budaya
terbuka semakin relevan di tengah perkembangan teknologi yang
pesat.

Lebih jauh lagi, pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang
hukum kekayaan intelektual juga menjadi faktor penting dalam
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Lebih lanjut, tantangan baru seperti penggunaan kecerdasan
buatan (AI) dalam menciptakan karya-karya intelektual juga harus
dihadapi dengan bijak. Siapa yang memiliki hak atas karya yang
dihasilkan oleh AI? Pertanyaan ini belum sepenuhnya terjawab dalam
kerangka hukum yang ada saat ini. Oleh karena itu, perlu ada tulisan
dan diskusi lebih lanjut untuk menentukan bagaimana hukum
kekayaan intelektual dapat menangani isu-isu yang muncul akibat
perkembangan teknologi ini.

Dalam konteks perlindungan data pribadi, hukum kekayaan
intelektual juga harus mempertimbangkan aspek privasi dan hak
individu. Dengan semakin banyaknya data yang dikumpulkan dan
digunakan dalam proses penciptaan dan distribusi karya, penting
untuk memastikan bahwa hak privasi individu tidak dilanggar.
Kebijakan yang mengintegrasikan perlindungan data pribadi dengan
hukum kekayaan intelektual akan sangat penting untuk menciptakan
lingkungan yang aman dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Akhirnya, kesadaran akan pentingnya kekayaan intelektual
dalam perekonomian digital harus terus ditingkatkan. Pemerintah,
industri, dan masyarakat sipil perlu bekerja sama untuk menciptakan
ekosistem yang mendukung perlindungan dan penghargaan terhadap
kekayaan intelektual. Ini termasuk pengembangan kebijakan yang
mendorong inovasi, serta memberikan insentif bagi pencipta untuk
terus berkarya. Dengan demikian, hukum kekayaan intelektual di era
digital tidak hanya akan melindungi hak-hak pencipta, tetapi juga
berkontribusi pada kemajuan sosial dan ekonomi secara keseluruhan.
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Regulasi Kontrak Pintar (Smart Contracts)

Kontrak dalam Sistem Hukum Indonesia

Berbicara terkait kontrak tidak terlepas dalam membahas mengenai
perjanjian. Dimana perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPdt), memberikan
pengertian Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji
kepada seorang lain untuk melaksanakan suatu hal (Wetboek et al.,
1980). Pengertian mengenai perjanjian memang tidak spesifik seperti
pendapat para ahli. Dimana menurut Tirtodiningrat, perjanjian adalah
suatu perbuatan hukum adanya kata sepakat dari dua pihak untuk
menimbulkan akibat hukum berdasarkan undang-undang (Meliala,
1985), Dari definisi tersebut dan pendapat ahli membedakan
mengenai kontrak dan perjanjian, namun apabila dilihat dalam
pengertiannya sejatinya sama antara kontrak dengan perjanjian,
karena fokus kajian mengenai hal tersebut menggunakan Burgerlijk
Wetboek (selanjutnya disebut BW) (Hermoko, 2008).

Bentuk perjanjian dapat dibuat secara lisan dan tertulis, dalam
pelaksanaan perjanjian baik yang berbentuk lisan atau tertulis wajib
memenuhi syarat sah perjanjian. Syarat sah perjanjian diatur dalam
Pasal 1320 KUHPdt yang terdiri dari 4 poin yaitu kesepakatan,
kecakapan, hal tertentu dan kausa yang halal. Kesepakatan
merupakan persamaan atau persesuaian kehendak antara para pihak,
sepakat disini tidak boleh diikuti dengan cacat kehendak (penipuan,
kekhilafan dan paksaan). Mengenai kecakapan ini berkaitan dengan
subjek hukum yang akan melakukan perbuatan hukum. Subjek hukum
terdiri dari orang dan badan hukum. Dalam poin 2 (dua) berkaitan
dengan kecakapan untuk orang berkaitan dengan kedewasaan orang
dalam melakukan hukum dimana harus cakap dengan syarat-syarat
yang ada dalam Pasal 1330 KUHPdt. Pasal 1330 KUHPdt menyebutkan
kriteria cakap adalah dewasa, tidak dalam pengampuan dan tidak
dalam kondisi dipailitkan. Hal ini wajib dipenuhi sebagai kriteria
terpenuhinya kecakapan dalam syarat sah perjanjian. Adapun
kecakapan untuk badan hukum berkaitan dengan kewenangan,
berbicara mengenai kewenangan ini dapat dikaitkan dengan apakah
badan hukum tersebut sudah didaftarkan dan sudah keluar mengenai
surat keputusan pendaftaran hukum. Kewenangan tersebut terlihat
ketika badan hukum sudah memiliki surat keputusan pendirian badan
hukum.
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Kontrak pintar memang belum diatur di Indonesia namun dalam
pelaksanaannya menggunakan tetap berpandangan normatif pada
Buku I1I KUHPdt, sehingga kepastian hukum dari kontrak pintar dapat
dilihat dari aspek hukum kontrak yang diatur di Buku III KUHPdt.
Selanjutnya yang perlu juga dibahas mengenai sengketa apabila
terjadi dalam kontrak pintar, ini membutuhkan penafsiran mengenai
hukum mana yang berlaku dan pengadilan mana yang memiliki
kewenangan dalam mengadili. Selama kontrak pintar tersebut
dilakukan di Indonesia dan posisi aplikasi buatan Indonesia, masih
mudah dalam penyelesaian sengketa. Karena jelas perbuatan hukum
dibuat di Indonesia, namun apabila yang membuat bukan aplikasi
Indonesia, bagaimana penentuan mengenai hukum yang berlaku dan
yurisdiksinya, hal ini perlu penulisan yang komprehensif dan
berkaitan dengan hukum perdata internasional karena ada kaitannya
dengan lintas negara.

Sehingga perlu regulasi berkaitan dengan kontrak pintar
sehingga dapat memberikan manfaat dan memberikan kepastian
hukum bagi penggunanya. Dan juga perlu diketahui bahwa kontrak
pintar tidak akan berhasil dan selalu valid karena kontrak pintar ini
menggunakan aplikasi yang dimungkinkan mengalami error. Dimana
saat terjadi penawaran dan penerimaan tidak terjadi sepakat karena
aplikasi sedang bermasalah hal ini juga perlu dipikirkan bahwa
perkembangan teknologi tidak selamanya akan berjalan dengan baik.
Hal ini memberikan kesimpulan bahwa berkaitan dengan kontrak
pintar ataukah kontrak elektronik tetap memerlukan manusia sebagai
penyempurnaan kontrak pintar atau kontrak elektronik yang dibuat.
Selain itu kontrak ini tidak dapat dipergunakan dalam semua aspek
kehidupan karena ada beberapa transaksi yang mewajibkan
penggunaan kontrak secara konvensional sehingga dikategorikan sah
dalam kontrak yang dibuat.
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Pendahuluan

Hukum dan teknologi tidak bisa dipisahkan karena sama-sama
digunakan oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka
masyarakat yang merupakan basis bekerjanya hukum (Rahmawati,
Rahayu, & Sukirno, 2023) adalah sama dengan basis digunakannya
teknologi. Artinya bahwa ketika dikaitkan dengan adagium hukum
“ubi societas ibi ius (di mana ada masyarakat disitu ada hukum)”,
adagium hukum tersebut juga berlaku pada teknologi. Hukum yang
ada di masyarakat bertujuan untuk menciptakan keteraturan,
ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat, yang pada akhirnya
adalah untuk membahagikan masyarakat (Rahardjo, Ilmu Hukum ,
2014). Begitupun dengan teknologi yang diciptakan oleh manusia
bertujuan untuk memudahkan aktivitas manusia dan untuk
memudahkan manusia dalam menyelesaikan permasalahan yang
dihadapi dalam kehidupan sehari-hari (Vita, 2024).

Kehadiran pandemi covid-19 yang tersebar hampir di seluruh
penjuru dunia, tak terkecuali negara Indonesia yang mana pada saat
tersebut manusia tidak bisa berinteraksi secara langsung, maka
penggunaan teknologi sangat dibutuhkan untuk menjembatani
interaksi dalam dunia kerja. Kecanggihan teknologi yang selalu
berinovasi sudah seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung
kinerja serta tuntutan pekerjaan yang makin tinggi. Aktivitas yang
semula harus bertatap muka dapat dilakukan secara daring.
Perubahan besar ini menjadi tantangan tersendiri bagi para
profesional, termasuk dalam layanan jasa hukum.

Penerapan teknologi dalam layanan jasa hukum merupakan
revolusi yang sedang terjadi di bidang hukum di seluruh dunia.
Dengan memanfaatkan inovasi teknologi, sistem hukum dapat
menjadi lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan
masyarakat. Teknologi yang diciptakan untuk mempermudah
manusia dalam menyelesaikan permasalahannya, dalam konteks
inipun maka teknologi bisa digunakan untuk membantu manusia
dalam menyelesaikan permasalahan hukum khususnya di bidang
keperdataan.

Permasalahan hukum di bidang keperdataan seperti contohnya
masalah yang timbul karena jual beli, masalah sewa menyewa,
masalah utang-piutang dan sebagainya, yang menyangkut
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permasalahan mengenai harta benda yang dimiliki manusia (Harahap,
2005). Penyelesaian masalah tersebut bisa dilakukan dengan
menggunakan jasa layanan hukum yang disediakan oleh advokat.
Selain itu layanan jasa hukum juga diberikan oleh Notaris/Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Penggunaan teknologi sudah menjadi kebutuhan banyak pihak,
instansi pemerintah sudah bertransisi menuju pelayanan digital.
Pengadilan juga telah memiliki layanan digital untuk mendaftarkan
perkara seperti layanan e-court. Selain itu dalam dunia usaha,
pemberian izin dari pemerintah sudah dilayani secara digital melalui
sistem Online Single Submission Risk Based Approach (0SS-RBA).

Penerapan Teknologi dalam Layanan Jasa Hukum Advokat
Layanan jasa hukum yang disediakan oleh advokat secara umum bisa
dikelompokan menjadi 2 (dua) yaitu layanan jasa hukum non-litigasi
dan layanan jasa hukum litigasi. Layanan jasa hukum non-litigasi
adalah jasa hukum yang diberikan seorang advokat untuk
menyelesaikan suatu perkara di luar persidangan. Sedangkan layanan
jasa hukum litigasi adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat
untuk menyelesaikan perkara yang masuk dalam persidangan di
pengadilan (Krisnowo & Sianturi, 2022).

Hukum pada dasarnya tidak bersifat statis, selalu mengikuti
perkembangan teknologi yang ada di masyarakat (Rahardjo, 2005).
Begitu pula dengan pemberian jasa hukum oleh advokat akan
berkembang dari waktu ke waktu, menyesuaikan dengan
perkembangan teknologi khususnya teknologi informasi. Penggunaan
teknologi informasi oleh advokat dalam memberikan layanan jasa
hukum akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Klien tidak harus
datang dan bertemu secara langsung dengan advokat untuk bisa
mendapatkan layanan jasa hukum. Adanya teknologi informasi
berupa whatsapp, google meet, dan zoom, memungkinkan layanan jasa
hukum oleh advokat kepada klien tersebut dilakukan secara daring,
hal tersebut membuktikan bahwa dengan menggunakan teknologi
informasi dalam memberikan layanan jasa hukum, bisa menghemat
waktu dan biaya yang diperlukan untuk bertemu secara langsung
antara advokat dan klien (Nurudin, 2018).
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yang tidak mengetahui cara menggunakan internet untuk mengakses
sistem OSS-RBA, hal ini bisa terjadi karena sosialisasi yang kurang
kepada masyarakat terhadap sistem perizinan berusaha yang
dilakukan secara daring. Pelatihan petugas proses perizinan terkait
OSS-RBA juga perlu ditingkatkan oleh pemerintah, karena peralihan
data dari OSS versi 1.1 menjadi OSS-RBA tentunya banyak terjadi
perubahan baik dari regulasi atau peraturan-peraturan sebelumnya.
Hal tersebut mengakibatkan petugas menjadi bingung dan kurang
menguasai proses perizinan berusaha. Oleh karena itu perlu ada
edukasi dan pelatihan kepada petugas secara berkala agar pelayanan
perizinan berusaha di Indonesia makin baik dan efisien. Selain hal
tersebut perlu peningkatan prasarana di kantor Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu seperti komputer dan
printer, sehingga pelayanan kepada masyarakat terkait perizinan
berusaha menjadi lebih maksimal.
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Pendahuluan

Perkembangan globalisasi yang kian masif membuat perubahan pada
aspek sosial masyarakat, khususnya pada bidang ekonomi, politik,
sosial, dan budaya. Selain aspek sosial masyarakat, globalisasi juga
pada nyatanya telah mempengaruhi suatu sistem hukum pada suatu
negara. Hal ini tidak terlepas dari adanya kemajuan teknologi digital
yang semakin berkembang di dunia. Banyak sekali dampak yang
ditimbulkan akibat kemajuan teknologi ini, khususnya pada
masyarakat, seperti perubahan pada transaksi jual-beli yang saat ini
bisa dilakukan secara daring (dalam jaringan), membuat kontrak yang
dilakukan melalui daring, mengesahkan kontrak dengan e-materai,
hingga perbuatan pidana berbasis siber (cybercrime).

Berkembangnya kejahatan berbasis siber membuat suatu negara
perlu memiliki payung hukum khusus agar dapat memberikan
kepastian hukum bagi seluruh warganya yang mungkin saja menjadi
korban dalam kejahatan ini. Untuk itu, Indonesia saat ini memiliki
aturan mengenai kejahatan siber yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir oleh Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (selanjutnya ditulis UU 1/2023 ITE). Dalam peraturan
tersebut, diatur berbagai macam perbuatan yang dilarang disertai
dengan hukuman yang akan diperoleh para pelaku. Walaupun
demikian, muncul pertanyaan fundamental yaitu apakah kerugian
yang muncul akibat kejahatan siber dapat dimintakan tanggung jawab
secara perdata?

Untuk menjawab hal tersebut, BAB ini akan menjelaskan
mengenai dua hal, yaitu apa perbedaan antara Hukum Pidana dan
hukum perdata untuk memberikan pemahaman mengenai perbedaan
antara Hukum Pidana dan hukum perdata di Indonesia; serta
bagaimana suatu perbuatan pidana pada sektor siber dapat dimintai
tanggung jawab perdata. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk
memberikan pemahaman terhadap bagaimana tanggung jawab
perdata dapat dikenakan pada suatu kejahatan siber yang merupakan
kejahatan pidana.
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b. question prejudicielle au jugement yang berarti bahwa Hakim
Pidana diberikan kewenangan untuk menangguhkan
pemeriksaan, hingga putusan Hakim Perdata mengenai
sengketanya dikeluarkan.

Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan untuk
gugatan diajukan kepada pengadilan negeri ketika pengadilan
pidana telah memutus perkara. Putusan tersebut akan menjadi alat
bukti dalam persidangan perdata karena telah nyata adanya
perbuatan melawan hukum dalam perbuatan tersebut. Lantas,
apakah hal ini tidak menyalahi aturan ne bis in idem?

Ne bis in idem dalam Hukum Pidana diatur dalam Pasal 76
KUHP menjelaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dituntut
dua kali. Sedangkan dalam Hukum Perdata, ne bis in idem diatur
dalam Pasal 1917 KUHPerdata, yang diatur bahwa putusan perdata
yang dijatuhkan pengadilan dan mendapatkan kekuatan hukum
tetap akan melekat ne bis in idem dalam putusan tersebut. Jika
melihat pada dua ketentuan tersebut, diketahui bahwa ne bis in
idem hanya dapat mengikat kepada hukum yang sejenis, sehingga
putusan perkara pidana tidak dapat menjadi landasan untuk
mengatakan ne bis in idem dalam gugatan perdata.

. Tanggung Jawab Perdata dalam Kejahatan Siber

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan satu
kesimpulan bahwa kerugian yang timbul akibat kejahatan siber
dapat dimintakan ganti rugi dengan mengajukan gugatan kepada
pengadilan negeri. Hal ini dikarenakan kejahatan siber telah
memenuhi suatu unsur pasal yang ada dalam UU ITE. Oleh karena
itu, korban kejahatan siber dapat menjadi penggugat dalam
sengketa perdata.

Hal yang perlu dipahami dalam pengajuan gugatan perdata
adalah melihat kompetensi relatif dari pengadilan negeri, dimana
dapat mengacu pada Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg, yang pada
intinya kompetensi relatif persidangan dapat dilihat pada
(Harahap, 2017):

a. gugatan diajukan ke pengadilan tempat tinggal tergugat;
b. apabila terdapat lebih dari satu tergugat, gugatan diajukan ke
pengadilan tempat salah satu tergugat;
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c. gugatan diajukan ke pengadilan tempat tinggal debitur pokok
(principal);

d. apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui, penggugat
dapat mengajukan ke pengadilan tempat tinggal penggugat;
atau

e. gugatan diajukan ke pengadilan yang telah disetujui oleh para
pihak.

Pentingnya kompetensi relatif ini supaya gugatan yang
diajukan dapat diproses oleh majelis hakim dan dapat disidangkan.
Sebagai contoh, apabila A melakukan perbuatan yang dilarang pada
Pasal 27B UU 1/2024 ITE, terkait dengan ancaman kekerasan
untuk mendapatkan suatu barang dari si B. Atas perbuatan A, B
mengalami kerugian materiil karena kehilangan barang dan
mengalami kerugian immateriil karena trauma atas ancaman yang
dilakukan oleh si A. Kerugian yang dialami oleh B, dapat diajukan
gugatan dengan memperhatikan kompetensi relatif yang
tercantum dalam Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg. Kemudian, A juga
akan dikenakan pertanggungjawaban pidana karena telah
melanggar Pasal 27B UU 1/2024 ITE. Kedua tanggung jawab ini
dapat berjalan secara bersamaan atau salah satu didahulukan.

Penutup

Indonesia telah memiliki aturan yang cukup memberikan kepastian
hukum mengenai permasalahan tanggung jawab perdata dalam
tindak pidana, khususnya tindak pidana bidang siber. Hal ini terlihat
dalam adanya aturan mengenai prejudicial geschill dalam SEMA
4/1980. Dalam aturan tersebut diatur bahwa hakim pidana diberikan
kewenangan untuk menunda persidangan hingga keluarnya putusan
perdata terhadap perbuatan yang sama, yang menegaskan bahwa
Indonesia memberikan hak kepada korban pidana untuk mengajukan
gugatan perdata. Oleh sebab itu, bagi korban kejahatan siber yang
merasakan kerugian dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri
dengan memperhatikan ketentuan yang ada dalam Pasal 118
HIR/Pasal 142 RBg untuk mendapatkan kembali haknya yang hilang.
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Hukum Keperdataan
1. Pengertian

Hukum Perdata dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu

Hukum Perdata materiil dan Hukum Perdata formil. Hukum sipil

materiil biasanya disebut Hukum Sipil, sementara hukum sipil

formil dikenal sebagai Hukum Acara Sipil. Hukum Perdata juga
dikenal sebagai Civil Law. Asal kata "Civil" adalah dari bahasa Latin,
yaitu Civis yang artinya warga negara. Hukum Sipil adalah hukum
yang mengatur mengenai hak-hak warga negara dan individu.

Beberapa pakar hukum juga memberikan definisi Hukum Perdata.

Ada beberapa definisi Hukum Perdata yang berbeda-beda, tetapi

tidak menunjukkan perbedaan prinsipil. Mayoritas pakar meyakini

bahwa Hukum Perdata berfokus pada kepentingan individuy,
sedangkan Hukum Publik mengatur kepentingan umum (Aprita,

2024).

Berikut adalah definisi Hukum Perdata dari beberapa ahli
hukum:

a. Soebekti, Hukum Perdata adalah aturan yang mengatur
masalah-masalah individu (H.S, 2021).

b. Sri Soedewi, Hukum Perdata mengatur hubungan antara
individu dengan individu lainnya (Bagenda et al., 2023).

c. Sudikno Merto Kusumo, Hukum Perdata adalah hukum yang
mengatur hak dan kewajiban antar perorangan dalam keluarga
dan masyarakat. Pelaksanaannya akan ditangani oleh masing-
masing pihak (Adriaman et al,, 2024).

d. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata menyusun aturan
hukum antara individu atau lembaga mengenai hak dan
kewajiban mereka (H.N.P, 2015).

Dari beberapa penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa
Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar
individu atau hubungan antara manusia yang satu dengan manusia
yang lain yang lebih menekankan pada kepentingan perseorangan.
Jika kita perhatikan lebih lanjut, Hukum Perdata mengatur
hubungan keluarga dan pergaulan dalam masyarakat.

Dalam konteks perkembangan zaman sekarang, teknologi
informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam
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langkah-langkah, dan usaha untuk melindungi ekosistem siber dan
aset perusahaan serta pengguna dari serangan berbahaya yang
bertujuan merusak kerahasiaan, integritas, dan Kketersediaan
informasi atau data. Kerugian dari serangan dan kejahatan siber
bervariasi tergantung pada karakteristik korban. Bagi para korban
perusahaan, serangan dan kejahatan siber dapat mengakibatkan
kerugian finansial seperti penurunan laba, nilai pasar yang
menurun, tuntutan hukum, serta reputasi yang rusak. Bagi individu
yang menjadi korban serangan dan kejahatan siber, mereka akan
mengalami dampak berupa stres psikologis, pencurian identitas,
dan kerugian finansial. Keamanan siber adalah masalah yang
sangat penting dan memiliki dampak yang tidak hanya terbatas
pada pemerintah, tetapi juga meluas ke sektor swasta dan
masyarakat.

Hubungan antara Hukum Perdata dan hak digital individu sangat
erat. Saat ini, individu banyak beraktivitas di media digital yang terkait
dengan keperdataannya, termasuk data pribadi di media sosial yang
berhubungan dengan keamanan siber, kontrak elektronik tanpa tatap
muka langsung, transaksi jual beli di e-commerce, serta membuat dan
menyebarkan karya kreatif di dunia digital yang dapat diakses oleh
semua orang.
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PERKEMBAN GAN

HUKUM KEPERDATAAN
DI ERA DIGITAL

Transformasi teknologi digital telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan
manusia, termasuk hukum keperdataan yang menjadi fondasi hubungan sosial dan
ekonomi masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh R. Subekti, salah satu tokoh
besar hukum perdata Indonesia, “Hukum perdata adalah hukum yang mengatur
kepentingan = perseorangan, yang sekaligus menjadi sendi kehidupan
bermasyarakat.” Dalam konteks era digital, sendi-sendi tersebut kini mengalami
pergeseran dan memerlukan penyesuaian agar tetap relevan dan berkeadilan.

Dalam skala Internasional, Roscoe Pound pernah menegaskan bahwa “Law must
be stable, and yet it cannot stand still." Prinsip ini mencerminkan bahwa hukum harus
selalu relevan dengan perubahan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Oleh
karena itu, melalui buku ini, para penulis berupaya mengupas isu-isu penting yang
muncul akibat digitalisasi dalam ruang lingkup hukum keperdataan. Buku ini terdiri
dari 13 bab yang disusun secara sistematis untuk memberikan pemahaman yang
komprehensif dan menyeluruh:

1. Transformasi Hukum Keperdataan di Era Digital

Aspek Hukum Perjanjian di Era Digital

Hukum Kepemilikan dan Digitalisasi Aset

Perkembangan Hukum Jaminan dalam Ekonomi Digital
Peran Hukum Keperdataan dalam Ekonomi Berbagi
Keabsahan Bukti Elektronik dalam Sengketa Keperdataan
Hukum Waris dan Inovasi Digital

Pelindungan Data Pribadi dalam Konteks Hukum Keperdataan
Hukum Kekayaan Intelektual di Era Digital

10 Regulasi Kontrak Pintar (Smart Contracts)

11. Penerapan Teknologi dalam Layanan Jasa Hukum

12. Tanggung Jawab Perdata dalam Kasus Kejahatan Siber
13. Hukum Keperdataan dan Hak Digital
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